
!, 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 150 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a. bahwa mendasarl Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023; 

b. bahwa mendasarl Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa mendasarl Surat Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

S-45/PK/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Pemberian

Tunjangan Harl Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

Mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585) ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 

21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
215) ; 

22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2023; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

3 



120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
219); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2022 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9); 

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 150 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 150 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

2 . Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut : 

a . Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; 
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b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Bina Marga & Bina Kontruksi; 

d. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang; 

e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

f. Satuan Polisi Pamong Praja; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. Dinas Sosial; 

1. Dinas Ketenagakerjaan; 

J . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk & Keluarga Berencana; 

k. Dinas Petemakan Dan Kesehatan Hewan; 

1. Dinas Lingkungan Hidup; 

m. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; 

o. Dinas Perhubungan; 

p. Dinas Komunikasi Dan Informatika; 

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 

r. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

s. Dinas Pemuda Dan Olahraga; 

t. Dinas Pariwisata; 

u. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; 

v. Dinas Perikanan; 

w. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; 

x . Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; 

y. Sekretariat Daerah; 

z. Sekretariat Dprd; 

aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 
Daerah; 

bb. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah; 

cc. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM; 

dd. Inspektorat; 

ee. Kecamatan Gempol; 

ff. Kecamatan Bangil; 

gg. Kecamatan Rembang; 

hh. Kecamatan Prigen; 

ii. Kecamatan Pohjentrek; 
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.ti. Kecamatan Gondangwetan; 

kk. Kecamatan Winongan; 

11. Kecamatan Rejoso; 

mm. Kecamatan Grati; 

nn. Kecamatan Lekok; 

oo. Kecamatan Nguling; 

pp. Kecamatan Sukorejo; 

qq. Kecamatan Pasrepan; 

rr. Kecamatan Kejayan; 

ss. Kecamatan Wonorejo; 

tt. Kecamatan Pandaan; 

uu.Kecamatan Tosari; 

vv. Kecamatan Purwosari; 

ww. Kecamatan Purwodadi; 

xx. Kecamatan Lumbang; 

yy. Kecamatan Kraton; 

zz. Kecamatan Tutur; 

aaa. Kecamatan Beji; 

bbb. Kecamatan Puspo; 

ccc. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. 

3. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan. 
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• 

• 

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023 
SEKRETARIS DAERAH,

            ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023 
BUPATI PASURUAN,

          ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 15
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